BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651 % '
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : pertzinan. okikab.org
Email : bppm kab oki@amail.com / bppm_kab_oki@yahoo.co.id

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR T - |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 00S/PTSP-BPPM /IOSS /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD UJUNG TANJUNG KEC. TULUNG SELAPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang a.mmmwwmmﬂmm
PAUD Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Nomor .
420/191/TKN.UT/2011 Tanggal Okiober 2011 dan Rekomendasi dan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir Nomor . 420/03/0S.2/D.DIK2012 Tanggal
16 Februari 2012 tentang persetujuan pemberian izin Operasional PAUD dan sudah
ditakukan verifikasi tentang kefayakan PAUD Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung

Selapan .

b mmmmwpwommmmm
peru untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan
administrasl pendidikan pada lembaga dimaksud hunud a, periu ditetapkan tzin
Operasionainya |

¢ bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perfu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Ogan Komering liir,

Mengingat . 1. Undang-Undang RI Nomaor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il dan
ia dl Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) |

2. Undang-Undang R1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437)

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |

] RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar
Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438) |

6  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran
armmmso.ramamtmmmm
Nomor 4965)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerash Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) |

8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Padoman Pendidikan,

9. Peraturan Pemedintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloisan dan
Pendidikan (Lembaran Negara R! Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5105)

!O.WWWMWNTMMMM
Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar
darvatou Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar danfatau

Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan,

11. Peraturan.
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 ;

Keputusan Mentert Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekotah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering lir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah daiam Kabupaten
Ogan Komering liir ;

Keputusan Bupal Ogan Komering lir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas
mmwmmmmmmmm
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memmmmmm

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
OGAN KOMERING LR TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD DESA UJUNG
TANJUNG KEC. TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Menyetujui, Pengurus PAUD Desa Ujung mem&wm
owmmwrmwmmmmmmwmpmo

. Pmommmwwmm-:mmmn

PAUDmm&ndmmanmmmmmnwm
Tmonammmmmm'umlir

muhnemmmmpwommmmmm
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Apabila PAUD berpindah tangan keponamnmya atau pemiliknya, maka 1zin
onmnmmwmwww

mmmmmwmmwlm'nauww
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Komering Vlir sekurang — kurangnya enam bulan sebelum dilaksakan pemindahannya ;
Keputusan Inl mulsi berfaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentusn apabia
terdapat kekelruan dalam keputusan ini skan diadakan perbalkan sebagaimana
mestinya,




